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Abstract. This study aims to analyze and describe the implementation of the Neglected Elderly Protection Program at the 

Social Affairs Office of Sidoarjo Regency. This research employed a qualitative method with data collected through 

observation, interviews, and documentation. The analysis was conducted using George Edward III's policy 

implementation theory, which consists of four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic 

structure. The findings indicate that the implementation of the Neglected Elderly Protection Program at the Social 

Affairs Office of Sidoarjo Regency has been carried out through these four implementation indicators. In terms of 

communication, the program is implemented through internal communication among the Social Rehabilitation 

Division, social workers, Sub-district Social Welfare Workers (TKSK), and the Social Rehabilitation Center 

(Liponsos), as well as external communication with the community, neighborhood associations (RT/RW), and village 

administrations during the reporting and handling of neglected elderly cases. Regarding resources, the program is 

supported by human resources consisting of social workers, TKSK personnel, and Liponsos staff, as well as facilities 

and infrastructure, including operational vehicles, service rooms, Liponsos facilities, health facilities, and basic 

necessities for the elderly. In terms of disposition, the implementation is reflected in the commitment of the staff to 

perform their duties in accordance with their competencies and responsibilities. Regarding bureaucratic structure, 

the implementation is supported by Standard Operating Procedures (SOPs) and a clear division of responsibilities 

among the Social Rehabilitation Division, social workers, TKSK, village administrations, community health centers 

(Puskesmas), and Liponsos throughout every stage of handling neglected elderly individuals..  

Keywords - Implementation; Neglected Elderly Protection; Social Affairs Office 

 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Program Perlindungan Lansia 

Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori 

implementasi kebijakan George Edward III yang terdiri atas empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Perlindungan Lansia 

Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan melalui empat indikator implementasi. Pada 

indikator komunikasi, pelaksanaan program dilakukan melalui komunikasi internal antara Bidang Rehabilitasi 

Sosial, pekerja sosial, TKSK, dan Liponsos, serta komunikasi eksternal dengan masyarakat, RT/RW, dan pemerintah 

desa atau kelurahan dalam proses pelaporan dan penanganan lansia terlantar. Pada indikator sumber daya, 

pelaksanaan program didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas pekerja sosial, TKSK, dan petugas 

Liponsos serta sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional, ruang pelayanan, fasilitas Liponsos, fasilitas 

kesehatan, dan perlengkapan kebutuhan dasar lansia. Pada indikator disposisi, pelaksanaan program ditunjukkan 

melalui komitmen petugas dalam menjalankan tugas sesuai kompetensi dan tanggung jawab masing-masing. Pada 

indikator struktur birokrasi, pelaksanaan program didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) serta 

pembagian tugas yang jelas antara Bidang Rehabilitasi Sosial, pekerja sosial, TKSK, pemerintah desa atau 

kelurahan, puskesmas, dan Liponsos dalam setiap tahapan penanganan lansia terlantar. 

Kata Kunci - implementasi kebijakan; perlindungan lansia terlantar; Dinas Sosial 

I. PENDAHULUAN  

Lansia adalah periode dimana organisme telah mencapai masa keemasan atau kejayaannya dalam ukuran, fungsi, 

dan juga beberapa telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan berjalannya waktu [1]. Perubahan fungsi organ-

organ tubuh, peran sosial lansia di lingkungan masyarakat, pekerjaan merupakan suatu hal yang tidak terelakkan, 

semua itu merupakan proses alamiah dari manusia yaitu lahir, tua dan meninggal. Masa lansia merupakan masa 

dimana lansia mengalami suatu kehilangan yang bersifat pasti, yaitu berkurangnya fungsi pendengaran, penglihatan, 

2

3
6

7

7

10

11

12

13
13

Page 6 of 19 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3625863475

Page 6 of 19 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3625863475

mailto:isnaagustina@umsida.ac.id


2 | Page 

 

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the 

Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are 

credited, and the preprint server is cited per academic standards. 

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply 

with these terms is not permitted. 

kekuatan fisik dan kesehatan.Menatap kembali kehidupan, dan penyesuaian diri dengan peran sosial yang baru.Pada 

masa perkembangan manusia memiliki tahapan atau tugas perkembangannya tersendiri dan sesuai dengan fase 

pertumbuhannya.Ketika seseorang memasuki fase lansia maka seseorang tersebut memiliki tugas perkembangan yang 

berbeda dengan sebelumnya [2]. Secara garis besar Birren dan Shroots membedakan tiga proses sentral di dalam 

tahapan lansia, pertama, proses biologis yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam tubuh seseorang yang 

menua. Kedua, penuaan proses dalam masyarakat (social eldering) dan yang ketiga, penuaan psikologis subyektif 

(geronting) yang berkaitan dengan pengalaman batinnya [3]. 
Meningkatnya angka harapan hidup di Indonesia juga menyebabkan meningkatnya populasi lansia. Pertumbuhan 

lansia di Indonesia lebih cepat dibandingkan Negara-negara lain.Fenomena lansia terlantar merupakan salah satu 

diantara permasalahan sosial di Indonesia dan telah mendapatkan perhatian pemerintah yang kemudian dipayungi 

landasan yang kuat yang tertera di dalam Undang-undang  No 13 Tahun 1998 Pasal 7 dan Pasal 8 tentang 

Kesejahteraan lanjut usia yang dimana pemerintah bertugas membimbing, mengarahkan serta menciptakan suasana 

yang menjadi penunjang agar terlaksananya upaya peningkatan Kesejahteraan sosial lanjut usia [4]. Dalam 

perkembangan usaha kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah berupa bantuan-bantuan yang 

dilaksanakan untuk tingkat lokal, nasional dan global demi terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar secara layak tidak 

akan terlepas dari peningkatan kesejahteraan lanjut usia tidak potensial.  

Seiring berjalannya usia para lansia yang usianya sudah tidak produktif kerap kali identik dengan kemiskinan 

akibat dari sudah berhenti masa kerjanya dan tidak mendapatkan upah lagi, dengan menganggap dirinya sudah tidak 

produktif lagi dampak paling buruk yang terjadi adalah para lansia tersebut menjadi orang yang tidak bermanfaat 

seperti menjadi pengemis dan gelandangan, beberapa dari para lansia ini mungkin sudah diasingkan oleh keluarga 

mereka dengan berbagai sebab diantaranya semakin bertambahnya usia akan terjadi sedikit banyak gangguan mental 

terhadap lansia tersebut, atau dari pihak keluarga merasa tidak sanggup merawat sehingga harus memilih untuk 

mengungsikan ke Panti Jompo atau Lingkungan Pondok Sosial. 

Peningkatan jumlah lansia terlantar kedepannya akan menjadi persoalan baru bagi pemerintah, Karena kenyataan 

kehidupan lansia terlantar di Indonesia masih sangat menyedihkan dan jauh dari kata sejahtera. Sebagian besar 

kehidupan lansia adalah tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Terutama 

bagi lansia terlantar sangat membutuhkan perlindungan sosial karena keterbatasan yang dimilikinya. Oleh karena ini 

negara bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum, perlindungan sosial, bantuan sosial maupun pelayanan 

sosial. Lansia dapat dikatakan mencapai kesejahteraan sosialnya apabila telah terpenuhinya segala kebutuhan, antara 

lain kebutuhan fisik-biologis seperti kebutuhan makan dan minum, kebutuhan sandang dan papan, kebutuhan 

pelayanan kesehatan, dll. Kebutuhan sosial dan kebutuhan mental-psikologis juga menjadi fakor penting tercapainya 

kesejahteraan sosial lansia karena berkaitan dengan kondisi kejiwaan lansia. Serta kebutuhan alat bantu sebagai bentuk 

pemaksimalan fungsi organ-organ tubuh yang mengalami penurunan [5]. 

Salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial adalah dengan diadakannya bantuan sosial 

yang dimana jaminan sosial dapat diartikan sebagai pemberian uang atau pelayanan sosial untuk melindungi seseorang 

dari tidak memiliki maupun kehilangan pendapatan akibat kecelakaan, sakit, pengangguran, kecacatan, kematian, dan 

juga masa tua. Bentuk dari bantuan sosial sendiri tidaklah harus berbentuk uang yang harus diberikan namun dapat 

juga berupa barang atau jasa yang dimana adanya pelayanan sosial. Kesejahteraan merupakan sebuah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) pada kehidupan masyarakat, dapat dikatakan masyarakat 

sejahtera jika telah mampu mencapai kehidupan yang layak. Setiap masyarakat mempunyai hak yang sama dalam hal 

kesejahteraan, namun tidak semua masyarakat dapat memperoleh kesejahteraannya. Keterbatasan inilah 

mengakibatkan masih terdapat masyarakat yang jauh dari kesejahteraan atau yang disebut sebagai masyarakat 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) [6]. 

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk 

intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, 

serta memperkuat institusi-institusi sosial. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan 

kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup: 1) Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat 

pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang 

beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan; 2) Peningkatan keberdayaan melalui penerapan sistem 

dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan; 3) 

Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan kesempatan dengan aspirasi kemampuan dan 

standar kemanusiaan [7].  

Kementrian Sosial mengamanatkan kepada Dinas Sosial masing-masing wilayah untuk memberikan perhatian 

khusus kepada PMKS dengan memfasilitasi rehabilitasi sosial, memberikan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta 

perlindungan. Kesejahteraan sosial merupakam tugas utama bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan 

sosial, beberapa hal yang perlu dilakukan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara tertentu, terarah dan 

berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, 

kelompok dan masyarakat serta peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam merespons 
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permasalahan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan layanan rehabilitasi sosial yang 

mencakup penjangkauan, asesmen, pemenuhan kebutuhan dasar, konseling, pembinaan kedisiplinan, pelatihan 

keterampilan, hingga pemulangan atau reunifikasi keluarga. Penyelenggaraan layanan sosial tersebut sesuai dengan 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 

Salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah dengan memberikan pemberdayaan para 

lansia tersebut dengan mendirikan Liponsos (Lingkungan Pondok Sosial) satu-satunya yang berada di Sidoarjo dan 

baru berdiri pada tahun 2011. Tugas pemberdayaan ini menjadi wewenang dari Liponsos Sidoarjo. Lingkungan 

Pondok Sosial (Liponsos) Sidoarjo merupakan tempat tinggal bagi individu dari berbagai kelompok usia yang 

menghadapi berbagai masalah sosial dan ekonomi. Di Liponsos, remaja, dewasa, dan lansia. Liponsos sebagai 

lembaga yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia memiliki mandat untuk 

membantu masyarakat yang rentan termasuk lansia, agar dapat kembali berfungsi dalam kehidupan sosial mereka. 

Para lansia penghuni Liponsos Sidoarjo ini terdiri dari 2 macam jenis yang dikelompokkan yakni lansia psikotik, dan 

lansia normal yang tidak punya tempat tinggal tetap. Kebutuhan-kebutuhan lansia antara lain kebutuhan akan rasa 

aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki serta akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan aktualisasi diri [8]. 

Para lansia penghuni Liponsos dalam kesehariannya melakukan beberapa kegiatan antara lain senam pagi, pengajian, 

jalan-jalan pagi, potong rambut dan pembersihan badan serta lomba di hari-hari besar. Berikut merupakan data lansia 

yang ada di Liponsos Kabupaten Sidoarjo tahun 2023-2025 sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Data lansia yang ada di Liponsos Kabupaten Sidoarjo tahun 2023-2025 

 

Tahun  2023 2024 2025 

Laki-Laki  17 15 24 

Perempuan  14 18 8 

Jumlah  31 33 32 

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2026 

 

Berdasrkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah lansia dalam tiga tahun terakhir dapat dikatakan tidak teradi 

kenaikan yang cukup siginfikan. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa lansia yang Sudha berapa di Liponsos 

meninggal dunia atau telah diantarkan kembali ke keluarga. Liponsos Kabupaten Sidoarjo merupakan tempat 

menampung mereka para orang lansia dari berbagai latar belakang sosial yang berbeda. Mulai dari lansia terlantar 

karena keluarga, gelandangan, tidak punya rumah sampai eks pengurus pondok itu sendiri. 

Meski program perlindungan lansia yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah terlaksana 

secara struktur. Namun, masih di jumpai beberapa kendala diantaranya pertama, keterbatasan sumber daya manusia 

dalam memberikan layanan terhadap lansia terlantar. Kedua, kapasitas Liponsos Kabupaten Sidoarjo yang terbatas 

dikarenakan tidak hanya lansia terlantar saja yang ada di dalamnya. Ketiga, kandala identifikasi identitas lansia 

dikarenakan lansia tersebut tidak memiliki kartu identitas (KTP) ataupun mengalami dimensia.  

Dalam mengkaji terkait Implementasi Program Perlindungan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Bagi Lansia 

Terlantar keberadaan teori sangat diperlukan sehingga dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut 

Edward III, yang terdiri dari 4 faktor pendukung dalam keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan program 

ketahanan pangan ini. (1) Komunikasi, yaitu informasi tentang kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku 

kebijakan agar mereka dapat mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk menjalankan kebijakan 

tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai harapan. (2) Sumber Daya, Mengenai sumber 

daya, faktor ini memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan Edward III menyatakan bahwa sumber 

daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. (3) 

Disposisi, Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan 

kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh agar tujuan kebijakan dapat terwujud. (4) Struktur Birokrasi, yaitu 

struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh signifikan terhadap 

implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 

fragmentasi [9].  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dari penelitian saat ini yang pertama, penelitian dengan judul 

“Implementasi Program Bantuan SOsial dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota 

Batu)” oleh Mariama Qomariah (2023) dijumpai hasil Implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan 

kebutuhan lansia terlantar pada Dinas Sosial Kota Batu sudah baik, karena lansia terlantar sudah merasakan terbantu 

dengan program bantuan sosial yang diadakan Dinas Sosial Kota Batu untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan lansia 

terlantar yang berada di Kota Batu. Faktor pendukung implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan 

kebutuhan lansia terlantar pada Dinas Sosial Kota Batu adalah Kerjasama yang dilakukan oleh para aparat pelaksana 

dengan berbagai instansi lain. Dukungan publik yaitu antusias dari masyarakat dan komitmen dari para aparat 
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pelaksana. Faktor penghambat implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar 

pada Dinas Sosial Kota Batu adalah minimnya sumber daya manusia sehingga kekurangan terjadi yang membuat 

kurang maksimalnya kinerja dilapangan, alokasi anggaran yang masih sangat terbatas, dan tidak terpenuhinya fasilitas 

[10]. 

Kedua, penelitian berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum dalam Pemberian Pelayanan Sosial Lansia 

Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Lansia di Balai Rehabilitasi Sosial Lansia Budhi Dharma 

Bekasi” oleh Deyana Firdhausya Nurazmimar (2023) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BRSLU Budhi 

Dharma Bekasi memberikan berbagai macam pelayanan sosial terhadap lansia terlantar secara optimal sesuai dengan 

Undang-Undang Kesejahteraan Lansia dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan lansia [11].  

Ketiga, penelitian berjudul “Implementasi Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan 

Kelua Kabupaten Tabalong” oleh Gusti Nadiyah (2025) dijumpai hasil program ASLUT berjalan efektif pada 

indikator seperti sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, kepatuhan terhadap kebijakan, pemahaman 

pelaksana, dan intensitas pelaksana kebijakan, meskipun masih terdapat kelemahan pada indikator ukuran dan tujuan 

kebijakan, sumber daya nonmanusia, dukungan instansi, birokrasi, opini publik, pengaruh politik, sumber daya 

ekonomi, dan tanggapan pelaksana terhadap kebijakan. Faktor yang memengaruhi implementasi meliputi keterbatasan 

sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi yang belum maksimal, serta intensitas pelaksanaan kebijakan. 

Disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program ASLUT, menyediakan 

pendamping bagi lansia yang membutuhkan, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala setiap 

tiga bulan, serta memastikan keakuratan dalam penetapan dan penggantian penerima yang berpindah domisili [12].  

Keempat, Implementasi  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT) Di Desa Kedungrawan Krembung oleh 

Rika Rikhmalia Putri dan Isna Fitria Agustina (2025) dijumpai hasil Komunikasi antara pelaksana program berjalan 

baik melalui sosialisasi yang konsisten. Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana ahli dan telah dibekali pelatihan. 

Struktur birokrasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diterapkan sesuai aturan, dan fasilitas e-Warong 

telah disediakan. Terdapat kendala signifikan terkait ketidaktepatan sasaran penerima. Masih banyak rumah tangga 

kurang mampu yang seharusnya menerima BPNT tetapi tidak terdaftar. Selain itu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

sering mengalami saldo nol pada rekening mereka karena dihapus status kepesertaannya oleh Kementerian Sosial, 

kesalahan entri data (NIK/KK), atau terhentinya jatah bantuan akibat pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS) [13]. Tujuan dari penelitian saat ini yaitu menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Program 

Perlindungan Lansia Terlantar di  Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.  

II. METODE 

Dalam penelitian tentang “Implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di  Dinas Sosial Kabupaten 

Sidoarjo” ini tergolong jenis penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah suatu 

upaya peneliti mengumpulkan data dengan berlandaskan pada latar ilmiah [14]. Penggunaan penelitian kualitatif 

deskriptif dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menjelaskan secara terperinci dan mendalam terkait 

Implementasi Program Perlindungan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Bagi Lansia Terlantar. Lokasi yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data ialah metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan bahan yang digunakan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini ialah data 

primer dan sekunder, data primer diperoleh dari kegiatan wawancara yang dilakukan dengan informan secara langsung 

Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Kepala Liponsos Kabupaten Sidoarjo, dan Lansia. Fokus 

dalam penelitian ini ialah berkaitan dengan Implementasi Program Perlindungan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo 

Bagi Lansia Terlantar, sedangkan fokus indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana implementasi  ialah 

dengan menggunakan teori Edward III yang memiliki beberapa indikator yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, 

dan Struktur Birokrasi. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan memilih 

informan yang berdasatkan pada penilaian atas karakteristik sampel yang dibutujkan dan sesuai dengan tujuan dari 

penelitian yang dilakukan atau disebut dengan purposive sampling. Sedangkan  untuk  teknik  analisis  data  hasil  

penelitian  berpedoman  padamodel  analisis  data  dari  Miles  dan  Huberman,  teknis  analisis  data  ialah  proses  

mengorganisir,  menganalisis  danmenginterprestasikan data non numeric menjadi sebuah informasi atau trend yang 

nantinya digunakan sebagai acuandalam mengembangkan penelitian. Kegiatan proses analisis data dibagi menjadi 

tiga langkah yakni 1) Pengumpulan Data, yakni proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau 

menjaring berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian 2) Reduksi 

data, yakni proses melakukan pemilihan, pemfokusan, pengabstraksian dan  transformasi  data  yang  diperoleh  dari 

hasil penelitian di lapangan. 3) Penyajian data, yakni pengumpulan data yang tersusun dan memberikan peluang 

terjadinya penarikan kesimpulan. 4) Penarikan kesimpulan, yakni kegiatan menyimpulkan data yang sesuai dengan 

dengan rumusan masalah yang telah ditentukan pada pendahuluan [15].  
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk 

memberikan perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, serta meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar 

melalui berbagai bentuk pelayanan, seperti pendataan, asesmen, rehabilitasi sosial, rujukan, dan pemenuhan 

kebutuhan dasar sesuai dengan kondisi serta kebutuhan penerima manfaat. Dalam penelitian ini, analisis implementasi 

program menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang terdiri atas empat indikator, yaitu 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut digunakan untuk menganalisis 

sejauh mana Implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah 

dilaksanakan secara efektif serta mengidentifikasi berbagai faktor pendukung maupun kendala yang memengaruhi 

keberhasilan pelaksanaan program. Berikut merupakan hasil dan pembahasan : 

 

A. Komunikasi  

 

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan 

menyampaikan ide, gagasan, maupun informasi agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Dalam teori 

implementasi kebijakan George Edward III, komunikasi menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 

implementasi suatu program. Informasi mengenai kebijakan harus disampaikan secara jelas, konsisten, dan 

berkelanjutan kepada seluruh pelaksana kebijakan sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama mengenai 

tugas, tanggung jawab, serta tujuan yang hendak dicapai. Dengan komunikasi yang efektif, pelaksanaan program 

dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang telah ditetapkan [16]. 

Dalam implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, komunikasi 

dapat dibedakan menjadi komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal dilakukan melalui 

koordinasi antarpegawai di lingkungan Dinas Sosial, seperti Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, pekerja sosial, 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), petugas lapangan, dan petugas Liponsos. Pada pelaksanaannya 

telah terdapat pembagian tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Pekerja sosial bertugas 

melakukan asesmen terhadap kondisi lansia terlantar, TKSK melakukan penjangkauan dan koordinasi dengan 

pemerintah desa atau kelurahan, sedangkan petugas Liponsos bertanggung jawab terhadap pelayanan rehabilitasi 

sosial bagi lansia yang ditempatkan di Liponsos. Pembagian tugas tersebut bertujuan agar proses penanganan lansia 

terlantar, mulai dari penerimaan laporan, asesmen, evakuasi, hingga rehabilitasi sosial, dapat dilaksanakan secara 

terkoordinasi dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Diana 

Ambarukmi, M.AP selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut : 

 

“Dalam pelaksanaan Program Perlindungan Lansia Terlantar, kami selalu mengutamakan koordinasi 

antarpetugas agar penanganan dapat berjalan dengan baik. Setiap ada laporan mengenai lansia terlantar, kami 

terlebih dahulu melakukan komunikasi secara internal untuk menentukan langkah penanganannya. Pembagian 

tugas juga sudah disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Pekerja sosial bertugas melakukan asesmen untuk 

mengetahui kondisi fisik, psikologis, serta sosial lansia. Selanjutnya TKSK melakukan koordinasi dengan 

pemerintah desa atau kelurahan dan membantu proses penjangkauan di lapangan. Apabila hasil asesmen 

menunjukkan bahwa lansia membutuhkan rehabilitasi sosial, maka petugas Liponsos akan menyiapkan 

pelayanan sesuai kebutuhan lansia tersebut. Dengan adanya pembagian tugas ini, setiap petugas memahami 

tanggung jawabnya sehingga proses penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku.” (Wawancara, 10 Juli 2026) 

 

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Kristian Yudi Arianto, SE selaku Kepala Liponsos Kabupaten 

Sidoarjo sebagai berikut : 

 

“Kami menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Sosial sebelum lansia diterima di Liponsos. Setiap 

lansia yang akan masuk harus melalui proses asesmen terlebih dahulu oleh pekerja sosial, sehingga kami 

memperoleh informasi mengenai kondisi kesehatan, kondisi psikologis, serta kebutuhan pelayanan yang 

diperlukan. Setelah hasil asesmen kami terima, kami melakukan koordinasi kembali terkait kesiapan pelayanan 

di Liponsos. Masing-masing petugas juga telah memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya, mulai 

dari proses penerimaan, pendampingan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pemantauan kondisi lansia 

selama berada di Liponsos. Dengan komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus antara Dinas Sosial dan 

Liponsos, proses penanganan lansia terlantar dapat berjalan lebih terarah dan setiap petugas memahami 

perannya masing-masing dalam memberikan pelayanan.” (Wawancara, 10 Juli 2026) 

 

Berdasarkan hasil wawanacara dapat diketahui bahwa koordinasi dan komunikasi antarpetugas dalam 

pelaksanaan Program Perlindungan Lansia Terlantar telah berjalan dengan baik. Setiap petugas memiliki tugas dan 
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tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya, mulai dari proses asesmen, penjangkauan, koordinasi dengan 

pemerintah desa atau kelurahan, hingga pemberian layanan rehabilitasi sosial di Liponsos. Pembagian peran yang 

terstruktur serta komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan antara Dinas Sosial dan Liponsos mendukung 

terciptanya proses penanganan lansia terlantar yang lebih efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan.TKSK menerima laporan lansia terlantar melalui masyarakat atau melalui RT/RW setempat sebagaimana 

disampaikan oleh Ibu Diana Ambarukmi, M.AP selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo 

sebagai berikut : 

 

“Dalam pelaksanaan Program Perlindungan Lansia Terlantar, kami tidak hanya melakukan koordinasi di 

internal Dinas Sosial, tetapi juga menjalin komunikasi secara langsung dengan masyarakat. Sebagian besar 

informasi mengenai keberadaan lansia terlantar kami peroleh dari laporan masyarakat maupun melalui Ketua 

RT/RW setempat. Setelah menerima laporan tersebut, TKSK segera melakukan verifikasi di lapangan untuk 

memastikan kondisi lansia yang dilaporkan. Selanjutnya kami berkoordinasi dengan pemerintah desa atau 

kelurahan serta pekerja sosial agar penanganan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan lansia. Komunikasi 

yang baik dengan masyarakat sangat membantu kami dalam menemukan lansia terlantar yang membutuhkan 

perlindungan dan pelayanan sosial.” (Wawancara, 10 Juli 2026) 

 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa komunikasi eksternal dilakukan Dinas Sosial melalui 

TKSK kepada masyarakat. TKSK menerima laporan lansia terlantar dari masyarakat atau RT/RW setempat. Namun, 

dalam perlaksanaannya terdapat permaslaahan dimana TKSK menemui kesulitan terkait informasi atau identitas 

lansia terlantar dikarenakan lansia tersebut tidak memiliki identitas dan juga  mengalami dimensia sebagaimana 

disampaikan oleh Ibu Diana Ambarukmi, M.AP selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo 

sebagai berikut : 

 

“Dalam pelaksanaan di lapangan, kami melalui TKSK selalu menjalin komunikasi dengan masyarakat, termasuk 

Ketua RT/RW, untuk memperoleh informasi apabila terdapat lansia terlantar. Sebagian besar laporan memang 

berasal dari masyarakat atau perangkat lingkungan setempat. Namun, kendala yang sering kami hadapi adalah 

banyak lansia terlantar yang tidak memiliki identitas diri atau sudah mengalami demensia, sehingga mereka 

tidak dapat menyampaikan nama, alamat, maupun informasi keluarganya. Kondisi tersebut membuat proses 

penelusuran identitas dan keluarga menjadi lebih sulit serta membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan 

pemerintah desa, RT/RW, maupun pihak terkait agar identitas lansia dapat diketahui dan penanganan dapat 

dilakukan secara tepat.” (Wawancara, 10 Juli 2026) 

 

Berikut merupakan kegiatan sosialisasi penanganan lansia terlantar di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut : 

 

 
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2026 

Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi Penanganan Lansia Terlantar Kabupaten Sidoarjo  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa indikator komunikasi dalam implementasi Program 

Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan melalui komunikasi internal 

dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal diwujudkan melalui koordinasi antara Dinas Sosial, pekerja sosial, 

TKSK, dan Liponsos dengan pembagian tugas yang jelas sesuai fungsi masing-masing dalam proses asesmen, 

penjangkauan, evakuasi, hingga rehabilitasi sosial. Selain itu, komunikasi eksternal dilakukan oleh TKSK melalui 

koordinasi dengan masyarakat, RT/RW, serta pemerintah desa atau kelurahan dalam menerima laporan, melakukan 
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verifikasi, dan menindaklanjuti penanganan lansia terlantar. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa 

kesulitan memperoleh informasi identitas lansia terlantar karena tidak memiliki identitas diri dan mengalami demensia 

sehingga proses penelusuran identitas memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak. Hasil penelitian 

tersebut sejalan dengan teori implementasi George Edward III yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan faktor 

penting dalam implementasi kebijakan melalui penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan berkelanjutan 

kepada seluruh pelaksana agar tercipta kesamaan pemahaman mengenai tugas, tanggung jawab, dan tujuan program. 

Pada implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Kabupaten Sidoarjo, komunikasi diwujudkan melalui 

koordinasi antarpelaksana dan komunikasi dengan masyarakat sebagai sumber informasi dalam penanganan lansia 

terlantar. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mariama Qomariah (2023) yang berjudul Implementasi 

Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi pada Dinas Sosial Kota Batu). 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara pelaksana program dengan pihak terkait 

menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial bagi lansia terlantar. Perbedaannya, penelitian di 

Kabupaten Sidoarjo menemukan adanya kendala dalam komunikasi eksternal, yaitu kesulitan memperoleh identitas 

lansia terlantar akibat tidak memiliki dokumen kependudukan dan mengalami demensia, sehingga proses penanganan 

memerlukan koordinasi lanjutan dengan masyarakat, RT/RW, pemerintah desa, dan instansi terkait. 

B. Sumber Daya  

 

Ketersediaan dan kualitas sumber daya menjadi penentu keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sumber 

daya yang memadai, baik berupa sumber daya manusia maupun fasilitas, sangat krusial dalam menunjang kelancaran 

proses pelaksanaan kebijakan. Kekurangan atau ketidaksesuaian sumber daya dapat menghambat pencapaian tujuan 

kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang optimal 

perlu dilakukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien [17]. Edward III (1980) menegaskan 

bahwa ketersediaan sumber daya yang memadai, seperti keuangan, manusia, dan peralatan, merupakan faktor kunci 

keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, pelaksanaan kebijakan akan 

terhambat dan sulit mencapai tujuannya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kualitas dan 

kuantitas sumber daya manusia yang terlibat. Kekurangan atau ketidaksesuaian kompetensi sumber daya manusia 

dapat menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, sumber daya manusia yang kompeten 

dan memiliki kapasitas yang memadai akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Hal ini 

menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan 

suatu program sebagaimana disampaikan oleh Ibu Diana Ambarukmi, M.AP selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas 

Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut : 

 

“Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan Program Perlindungan 

Lansia Terlantar karena seluruh proses penanganan sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan petugas 

di lapangan. Kami berupaya memastikan setiap petugas, seperti pekerja sosial, TKSK, dan petugas Liponsos, 

memiliki kompetensi yang memadai melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas. Namun, kami masih 

menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah sumber daya manusia, sehingga ketika terdapat beberapa 

laporan lansia terlantar yang harus ditangani dalam waktu bersamaan, beban kerja petugas menjadi cukup 

tinggi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, kami memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan, 

puskesmas, kepolisian, serta instansi terkait lainnya agar proses penanganan dan pelayanan kepada lansia 

terlantar tetap dapat berjalan secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan.” (Wawancara, 10 Juli 2026) 

 

Pernyatan diatas juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kristian Yudi Arianto, SE 

selaku Kepala Liponsos Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut : 

 

“Dalam pelaksanaan pelayanan di Liponsos, sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting karena 

seluruh proses pelayanan kepada lansia terlantar bergantung pada petugas yang ada. Namun, kami masih 

menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah operator pelayanan. Kondisi ini menyebabkan petugas harus 

menangani beberapa tugas sekaligus, mulai dari proses penerimaan, pendampingan, pemenuhan kebutuhan 

dasar, hingga pemantauan kondisi lansia. Meskipun demikian, kami tetap berupaya memberikan pelayanan 

secara optimal melalui pembagian tugas dan koordinasi antarpetugas agar seluruh kebutuhan lansia tetap dapat 

terpenuhi dengan baik.” (Wawancara, 10 Juli 2026) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sumber daya manusia dalam implementasi Program 

Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memiliki peran penting dalam mendukung proses 

penanganan dan pelayanan kepada lansia terlantar. Petugas yang terdiri atas pekerja sosial, TKSK, dan petugas 

Liponsos telah memiliki pembagian tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Namun, pelaksanaan program masih 
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menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah sumber daya manusia, khususnya operator pelayanan di Liponsos, 

sehingga petugas harus menangani beberapa tugas secara bersamaan. Untuk mendukung kelancaran pelayanan, Dinas 

Sosial dan Liponsos melakukan koordinasi antarpetugas serta dengan instansi terkait agar penanganan lansia terlantar 

tetap dapat berjalan sesuai prosedur. Berikut merupakan data pegawai Liponsos Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Data Pegawai Liponsos Kabupaten Sidoarjo 

 

No.  Jabatan  Jumlah  

1 Kepala UPTD PP RehSOs 1 

2 Penata Layanan Operasional  2 

3 Pengelola Layanan Operasional  1 

4 Operator Layanan Operasional  11 

5 Pengadministrasi Perkantoran  1 

6 Juru Masak  2 

7 Petugas Kebersihan  1 

8 Pendamping  1 

9 Petugas Keamanan  4 

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2026 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahawa jumlah operator layanan operasional sebnyak 11 orang. Meskipun 

operator layanan operasional memiliki jumlah paling banyak dibandingkan jabatan lainnya, jumlah tersebut masih 

belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kepada lansia terlantar. Hal ini disebabkan 

operator layanan operasional menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan sehari-hari, mulai dari proses 

penerimaan, pendampingan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pemantauan kondisi lansia. Akibatnya, setiap 

operator harus menangani beberapa tugas secara bersamaan, terutama ketika jumlah lansia yang dilayani meningkat 

atau terdapat penanganan kasus baru, sehingga beban kerja menjadi lebih tinggi. Selain sumber daya manusia, sumber 

daya sarana dan prasarana juga dibutuhkan dalam implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas 

Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagimana disampaikan oleh Bapak Kristian Yudi Arianto, SE selaku Kepala Liponsos 

Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut : 

 

“Selain sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam 

pelaksanaan Program Perlindungan Lansia Terlantar. Kami berupaya menyediakan fasilitas yang memadai 

untuk mendukung proses penjangkauan, asesmen, evakuasi, hingga pelayanan rehabilitasi sosial di Liponsos. 

Sarana seperti kendaraan operasional, ruang pelayanan, tempat tinggal lansia, perlengkapan tidur, fasilitas 

kesehatan, serta kebutuhan sehari-hari terus kami siapkan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Dengan 

sarana dan prasarana yang memadai, proses penanganan lansia terlantar dapat dilakukan secara lebih efektif 

dan sesuai dengan kebutuhan mereka.” (Wawancara, 10 Juli 2026) 

 

Berikut merupakan dokumentasi fasilitas ruang bagi lansia terlatar di Liponsos Kabupaten Sidoarjo sebagai 

berikut : 

 

 
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2026 

Gambar 2. Dokumentasi Ruang Bagi Lansia Terlantar di Liponsos   
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Berdasrkan gambar 2 dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana dalam implementasi Program Perlindungan 

Lansia Terlantar Kabupaten Sidoarjo telah tersedia untuk mendukung pelaksanaan program. Ketersediaan kendaraan 

operasional, ruang pelayanan, fasilitas di Liponsos, serta perlengkapan pemenuhan kebutuhan dasar lansia mendukung 

proses penjangkauan, asesmen, evakuasi, hingga rehabilitasi sosial. Sarana dan prasarana tersebut menjadi penunjang 

agar pelayanan kepada lansia terlantar dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang berlaku. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya dalam implementasi Program 

Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo mencakup sumber daya manusia serta sarana dan 

prasarana. Sumber daya manusia terdiri atas pekerja sosial, TKSK, dan petugas Liponsos yang telah melaksanakan 

tugas sesuai dengan fungsi masing-masing dalam penanganan lansia terlantar. Namun, masih terdapat keterbatasan 

jumlah sumber daya manusia, khususnya operator layanan operasional di Liponsos, sehingga petugas harus menangani 

beberapa tugas secara bersamaan. Sementara itu, dari aspek sarana dan prasarana, Dinas Sosial telah menyediakan 

fasilitas pendukung berupa kendaraan operasional, ruang pelayanan, tempat tinggal lansia, fasilitas kesehatan, serta 

perlengkapan pemenuhan kebutuhan dasar yang mendukung pelaksanaan penjangkauan, asesmen, evakuasi, dan 

rehabilitasi sosial. Temuan tersebut sejalan dengan teori implementasi George Edward III yang menyatakan bahwa 

sumber daya merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Edward III menekankan 

bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya manusia, fasilitas, dan peralatan yang 

mendukung pelaksanaan program. Pada implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Kabupaten Sidoarjo, 

sumber daya manusia dan sarana prasarana telah tersedia untuk mendukung pelaksanaan program, meskipun masih 

terdapat keterbatasan pada jumlah operator layanan operasional di Liponsos. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian Deyana Firdhausya Nurazmimar (2023) yang berjudul "Implementasi Perlindungan Hukum dalam 

Pemberian Pelayanan Sosial Lansia Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Lansia di Balai 

Rehabilitasi Sosial Lansia Budhi Dharma Bekasi". Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberian 

pelayanan sosial kepada lansia terlantar dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta 

sarana dan prasarana yang memadai. Perbedaannya, penelitian di Kabupaten Sidoarjo menemukan bahwa kendala 

utama terletak pada keterbatasan jumlah operator layanan operasional di Liponsos yang menyebabkan beban kerja 

petugas menjadi lebih tinggi, meskipun fasilitas pendukung pelayanan telah tersedia dan dimanfaatkan dalam 

pelaksanaan program.  

C. Disposisi  

 

Menurut Edward III, disposisi dalam konteks implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai komitmen atau 

kemauan kuat dari para pelaksana untuk benar-benar mewujudkan tujuan suatu kebijakan. Dengan kata lain, disposisi 

mencerminkan sejauh mana para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan memiliki keinginan yang tulus 

untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para 

pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk 

melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

Pemilihan dan penempatan pegawai dalam suatu jabatan sangat krusial dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. 

Sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu program. Jika para 

pegawai tidak memiliki motivasi dan dedikasi yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka 

akan muncul berbagai kendala dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih pegawai 

yang tidak hanya memiliki kompetensi yang sesuai, tetapi juga memiliki dedikasi yang tinggi terhadap kepentingan 

masyarakat. Hal ini sebagamana disampaikan oleh Bapak Kristian Yudi Arianto, SE selaku Kepala Liponsos 

Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut : 

 

“Dalam pelaksanaan Program Perlindungan Lansia Terlantar, kami selalu menekankan kepada seluruh petugas 

agar memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada lansia. Penanganan 

lansia terlantar tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga kepedulian, kesabaran, dan kemauan 

untuk melayani karena setiap lansia memiliki kondisi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kami menempatkan 

petugas sesuai dengan kompetensi dan tugasnya masing-masing agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. 

Kami juga terus memberikan pembinaan kepada petugas supaya tetap menjaga profesionalisme, disiplin, serta 

mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan lansia dalam setiap proses pelayanan.” (Wawancara, 10 Juli 

2026) 

 

Berdasarkan hasil wawanacara dapat diketahui bahwa para pelaksana Program Perlindungan Lansia Terlantar di 

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan kepada lansia terlantar. Petugas 

menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab masing-masing serta mengutamakan 

profesionalisme, kepedulian, dan kedisiplinan dalam proses pelayanan. Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan 

pembinaan kepada petugas untuk menjaga kualitas pelayanan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai 
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dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, para pelaksana tetap berupaya 

menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, mulai dari menerima laporan masyarakat, 

melakukan asesmen, penjangkauan, hingga memberikan rehabilitasi sosial kepada lansia yang membutuhkan 

pelayanan. Ibu Diana Ambarukmi, M.AP selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai 

berikut : 

 

“Bagi kami, setiap laporan mengenai lansia terlantar harus segera ditindaklanjuti. Meskipun jumlah petugas 

kami masih terbatas, kami tetap berusaha memberikan pelayanan secepat mungkin. Kami tidak bisa membiarkan 

lansia yang membutuhkan bantuan menunggu terlalu lama. Oleh karena itu, seluruh petugas saling bekerja 

sama dan menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing agar pelayanan tetap berjalan 

dengan baik.” (Wawancara, 10 Juli 2026) 

 

Pernyatan diatas juga diperkuat dnegan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kristian Yudi Arianto, SE 

selaku Kepala Liponsos Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut : 

 

“Di Liponsos kami menerima berbagai macam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, jadi bukan hanya 

lansia terlantar saja. Walaupun kapasitas tempat kami terbatas, kami tetap berusaha memberikan pelayanan 

yang sama kepada setiap penerima manfaat. Jika ada lansia yang membutuhkan pelayanan, kami selalu 

berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar penanganannya bisa dilakukan dengan baik sesuai kondisi yang ada. 

Yang terpenting bagi kami adalah kebutuhan dasar lansia tetap terpenuhi dan mereka mendapatkan pelayanan 

yang layak.” (Wawancara, 10 Juli 2026) 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa keterbatasan kapasitas Liponsos tidak menyebabkan para 

pelaksana mengabaikan pelayanan kepada lansia terlantar. Sebaliknya, petugas tetap menunjukkan komitmen dengan 

melakukan koordinasi secara intensif bersama Dinas Sosial untuk menentukan langkah penanganan yang paling tepat. 

Hal ini menunjukkan bahwa sikap para pelaksana lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lansia daripada 

sekadar menjalankan tugas administratif. Komitmen tersebut juga terlihat dari sikap pekerja sosial yang tetap 

melaksanakan asesmen dan pendampingan meskipun jumlah kasus yang ditangani cukup banyak. Sebagaimana 

disampaikan oleh Ibu Ardanawati selaku Lansia di Liponsos Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut: 

 

“Petugas disini semuanya baik, merawat saya dan teman-teman. Kami merasa aman dan nyaman disini.” 

(Wawancara, 10 Juli 2026) 

Berikut merupakan dokumentasi kegiatan pengantaran LAnsia terlantar ke Liponsos Kabupaten Sidoarjo sebagai 

berikut :  

 
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2026 

Gambar 3. Dokumentasi Pengantaran Lansia Terlantar di Liponsos   

Berdasarkan hasil penelitian, indikator disposisi pada implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di 

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya komitmen dan tanggung jawab para pelaksana dalam 

menjalankan program. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing, mulai 

dari menerima laporan, melakukan asesmen, penjangkauan, koordinasi, hingga memberikan pelayanan rehabilitasi 
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sosial kepada lansia terlantar. Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan pembinaan kepada petugas untuk menjaga 

profesionalisme dan kualitas pelayanan. Komitmen tersebut turut tercermin dari pelayanan yang diberikan petugas 

sehingga penerima manfaat merasa aman dan nyaman selama berada di Liponsos. Temuan tersebut sejalan dengan 

teori implementasi kebijakan George Edward III yang menyatakan bahwa disposisi merupakan komitmen, kemauan, 

dan sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada implementasi 

Program Perlindungan Lansia Terlantar, komitmen tersebut tercermin melalui pelaksanaan tugas sesuai kompetensi, 

tanggung jawab, serta orientasi pelayanan kepada lansia terlantar. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian 

Gusti Nadiyah (2025) yang berjudul “Implementasi Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di 

Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”, yang menunjukkan bahwa komitmen dan tanggung jawab pelaksana menjadi 

faktor penting dalam implementasi program. Kesamaan kedua penelitian terletak pada adanya komitmen pelaksana 

dalam memberikan pelayanan kepada lanjut usia terlantar, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. 

Penelitian Gusti Nadiyah berfokus pada implementasi Program ASLUT di tingkat kecamatan, sedangkan penelitian 

ini mengkaji implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten 

Sidoarjo melalui penjangkauan, asesmen, rehabilitasi sosial, dan pelayanan di Liponsos. 

D. Struktur Birokrasi  

 

Menurut George Edward III, struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang baik ditandai dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 

yang jelas serta pembagian tugas (fragmentasi) yang mampu mendukung koordinasi antar pelaksana. SOP berfungsi 

sebagai pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan tugas secara konsisten, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, sedangkan fragmentasi berkaitan dengan pembagian tanggung jawab antarunit organisasi agar implementasi 

kebijakan dapat berjalan secara terkoordinasi [18]. nPada implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di 

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, aspek struktur birokrasi telah didukung dengan adanya Standar Operasional 

Prosedur (SOP) Penerimaan Lansia Terlantar sebagai pedoman dalam proses pelayanan. SOP tersebut mengatur 

tahapan penanganan lansia terlantar mulai dari penerimaan laporan, verifikasi dan asesmen oleh pekerja sosial, 

koordinasi dengan pihak terkait, proses penerimaan di Liponsos, hingga pemberian pelayanan rehabilitasi sosial. 

Keberadaan SOP tersebut bertujuan agar seluruh petugas melaksanakan pelayanan dengan prosedur yang sama 

sehingga pelayanan yang diberikan kepada lansia terlantar menjadi lebih efektif, terarah, dan akuntabel. Sebagaimana 

disampaikan oleh Ibu Diana Ambarukmi, M.AP selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten 

Sidoarjo sebagai berikut: 

 

“Dalam penanganan lansia terlantar kami sudah memiliki SOP yang menjadi pedoman bagi seluruh petugas. 

Setiap laporan harus melalui tahapan yang sudah ditetapkan, mulai dari penerimaan laporan, asesmen oleh 

pekerja sosial, koordinasi dengan pihak terkait, sampai penempatan lansia di Liponsos apabila memang 

membutuhkan rehabilitasi sosial. Dengan adanya SOP tersebut, setiap petugas memiliki pedoman yang sama 

sehingga pelayanan dapat berjalan sesuai prosedur.” (Wawancara, 10 Juli 2026) 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Kristian Yudi Arianto, S.E. selaku Kepala Liponsos Kabupaten 

Sidoarjo sebagai berikut: 

"Kami menerima lansia berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial. Sebelum lansia masuk 

ke Liponsos harus ada hasil asesmen dan rekomendasi dari pekerja sosial. Setelah itu kami melaksanakan proses 

penerimaan dan memberikan pelayanan sesuai SOP yang berlaku sehingga setiap lansia memperoleh pelayanan 

yang sama." (Wawancara, 10 Juli 2026) 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa keberadaan SOP penerimaan lansia telah menjadi pedoman dalam 

pelaksanaan Program Perlindungan Lansia Terlantar. SOP tersebut membantu petugas dalam menjalankan setiap 

tahapan pelayanan secara sistematis, mulai dari penerimaan laporan hingga rehabilitasi sosial, sehingga 

meminimalkan perbedaan prosedur antarpetugas. Selain SOP, struktur birokrasi juga terlihat dari pembagian tugas 

dan koordinasi antarunit pelaksana. Penanganan lansia terlantar melibatkan Bidang Rehabilitasi Sosial, pekerja sosial, 

TKSK, pemerintah desa atau kelurahan, puskesmas, serta Liponsos. Masing-masing pihak memiliki tugas dan 

kewenangan yang berbeda namun saling berkoordinasi dalam proses penanganan, sehingga tidak terjadi tumpang 

tindih pelaksanaan tugas. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ibu Diana Ambarukmi, M.AP selaku Kepala Bidang 

Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut: 
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“Dalam pelaksanaan Program Perlindungan Lansia Terlantar, setiap pihak telah memiliki tugas dan 

kewenangan yang jelas sehingga proses penanganan dapat berjalan secara terkoordinasi. Bidang Rehabilitasi 

Sosial bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan program, pekerja sosial melakukan asesmen, 

TKSK melaksanakan penjangkauan dan koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan, sedangkan 

Liponsos memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada lansia. Kami juga berkoordinasi dengan puskesmas 

apabila lansia memerlukan pemeriksaan kesehatan atau penanganan medis. Dengan pembagian tugas tersebut, 

setiap unit memahami perannya masing-masing sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan 

prosedur tanpa terjadi tumpang tindih tugas.” (Wawancara, 10 Juli 2026) 

Berikut merupakan dokumen SOP terkait penerimaan lansia terlantar sebagai berikut :  

 
Sumber : Liponsos Kabupaten Sidoarjo, 2026 

Gambar 3. Dokumentasi Penerimaan Lansia Terlantar di Liponsos   
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Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa indikator struktur birokrasi dalam implementasi Program 

Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah didukung oleh adanya Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan pembagian tugas yang jelas antarunit pelaksana. SOP penerimaan lansia terlantar menjadi 

pedoman bagi seluruh petugas dalam melaksanakan tahapan pelayanan, mulai dari penerimaan laporan, asesmen, 

koordinasi, hingga rehabilitasi sosial di Liponsos. Selain itu, pembagian tugas telah dilakukan sesuai dengan fungsi 

masing-masing, yaitu Bidang Rehabilitasi Sosial, pekerja sosial, TKSK, pemerintah desa atau kelurahan, puskesmas, 

dan Liponsos, sehingga proses penanganan berlangsung secara terkoordinasi tanpa tumpang tindih kewenangan. 

Temuan tersebut sejalan dengan teori implementasi George Edward III yang menyatakan bahwa struktur birokrasi 

yang efektif ditunjukkan melalui keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan serta 

fragmentasi atau pembagian tugas yang jelas antarpelaksana. Dalam implementasi Program Perlindungan Lansia 

Terlantar di Kabupaten Sidoarjo, kedua aspek tersebut telah diterapkan melalui penggunaan SOP penerimaan lansia 

terlantar dan koordinasi antarunit pelaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasil penelitian 

ini juga sejalan dengan penelitian Rika Rikhmalia Putri dan Isna Fitria Agustina (2025) yang berjudul "Implementasi 

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kedungrawan Krembung". Penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa struktur birokrasi yang didukung oleh SOP dan pembagian tugas yang jelas mempermudah koordinasi serta 

mendukung pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persamaan kedua penelitian terletak pada 

pentingnya SOP sebagai pedoman kerja dan pembagian tugas antarpelaksana dalam mendukung implementasi 

program. Perbedaannya, pada penelitian Program Perlindungan Lansia Terlantar di Kabupaten Sidoarjo, struktur 

birokrasi melibatkan lebih banyak aktor lintas sektor, seperti pekerja sosial, TKSK, pemerintah desa atau kelurahan, 

puskesmas, dan Liponsos, sehingga koordinasi dilakukan secara lebih luas untuk memastikan pelayanan kepada lansia 

terlantar berjalan sesuai prosedur. 

 VII. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dalam implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas 

Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi 

indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dikumpai hasil sebagai berikut : pertama, 

indikator komunikasi dilaksanakan melalui komunikasi internal antara Bidang Rehabilitasi Sosial, pekerja sosial, 

TKSK, dan Liponsos, serta komunikasi eksternal antara TKSK dengan masyarakat, RT/RW, dan pemerintah desa atau 

kelurahan dalam proses pelaporan dan penanganan lansia terlantar. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala 

berupa kesulitan memperoleh informasi identitas lansia terlantar karena tidak memiliki identitas diri dan mengalami 

demensia. Kedua, indikator sumber daya meliputi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Sumber daya 

manusia terdiri atas pekerja sosial, TKSK, dan petugas Liponsos, namun masih terdapat keterbatasan jumlah operator 

layanan operasional di Liponsos. Sementara itu, sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional, ruang pelayanan, 

fasilitas Liponsos, fasilitas kesehatan, serta perlengkapan kebutuhan dasar telah tersedia untuk mendukung 

pelaksanaan program. Ketiga, indikator disposisi ditunjukkan melalui komitmen petugas dalam menjalankan tugas 

sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya, disertai pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mendukung 

pelaksanaan program. Keempat, indikator struktur birokrasi didukung oleh adanya Standar Operasional Prosedur 

(SOP) sebagai pedoman pelayanan serta pembagian tugas yang jelas antara Bidang Rehabilitasi Sosial, pekerja sosial, 

TKSK, pemerintah desa atau kelurahan, puskesmas, dan Liponsos dalam setiap tahapan penanganan lansia terlantar.. 
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